
  
BUPATI PANGANDARAN 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR 1 TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 71 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2020 
 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI PANGANDARAN, 
 

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020; 

  b. bahwa untuk Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pangandaran 

memperoleh Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 dan memiliki kewajiban 

pembayaran utang belanja langsung kepada pihak ketiga atas 

kegiatan yang belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya 

Tahun Anggaran 2019 sesuai Keputusan Bupati Pangandaran 

Nomor 900/Kpts.18-Huk/2020 yang belum dianggarkan dalam 

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud 

pada huruf a; 

  c. bahwa berdasarkan Romawi V angka 28 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, program dan kegiatan 

yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark, DBH-SDA 

Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi 

Khusus, DBH-DR, DAU Tambahan, DAK dan/atau DAK 

Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan 

Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana 

Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang 

bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas 

peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan 

darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia 

dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului 

penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan 
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cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan 

Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD 

untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam 

LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2020; 

d. bahwa berdasarkan Romawi V angka 41 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dalam hal Pemerintah 

Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait 

dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran 

sebelumnya, akibat pemberian kesempatan kepada penyedia 

barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui 

Tahun Anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan 

atau  akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (inkracht), maka harus dianggarkan 

kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 

sesuai kode rekening berkenaan, dengan tata cara penganggaran 

dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan 

kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 

untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam 

LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2020; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran 

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 

2020. 

 

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4738); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 655); 

  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2019 Nomor 16); 

  15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 

2019 Nomor 79); 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 

2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 

26); 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah 

dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10); 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 12); 

  19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 

2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran 

Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58); 

  20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2019 Nomor 71); 

 

 

 



jdih.pangandarankab.go.id       5 

 

 

  21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 83 Tahun 2019 tentang 

Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung Pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2019 Nomor 83). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI PANGANDARAN NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran 

Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah               

Rp.1.395.046.653.495,00  bertambah sejumlah                        

Rp.230.866.388.996,00 sehingga menjadi                                         

Rp.1.625.913.042.491,00  dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan :   

 a. Semula Rp. 1.317.818.114.621,00 

 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 230.866.388.996,00 

 Jumlah Pendapatan setelah 

Perubahan 

Rp. 1.548.684.503.617,00 

2. Belanja :   

 a. Semula Rp. 1.395.046.653.495,00 

 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 230.866.388.996,00 

 Jumlah Belanja setelah 

Perubahan 

Rp. 1.625.913.042.491,00 

 Surflus/(Defisit) setelah 

Perubahan 

Rp. (77.228.538.874,00) 

3. Pembiayaan :   

 a. Penerimaan   

 1) Semula Rp. 79.728.538.874,00 

 2) Bertambah/(berkurang) Rp.   100.000.000.000,00 

 Jumlah Penerimaan setelah 

Perubahan  

Rp. 179.728.538.874,00 

 b. Pengeluaran   

 1) Semula Rp. 2.500.000.000,00 

 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 100.000.000.000,00 

 Jumlah Pengeluaran setelah 

Perubahan 

Rp. 102.500.000.000,00 

 Jumlah Pembiayaan Bersih 

setelah Perubahan 

Rp. 77.228.538.874,00 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran 

setelah Perubahan 

Rp. 0,00 

 

 



jdih.pangandarankab.go.id       6 

 

Pasal 2 

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dimaksud pada Pasal 1, dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 

Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pangandaran. 

 

  Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 15 Januari 2020 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

Ttd/Cap 

 

H. JEJE WIRADINATA 

Diundangkan di Parigi 

pada tanggal 15 Januari 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PANGANDARAN 

 

Ttd/Cap 

 

H. KUSDIANA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

TAHUN 2020 NOMOR  1 

 

 


